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PROVINSI PAPUA 

BUPATI MAMBERAMO TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI MAMBERAMO TENGAH 

NOMOR       TAHUN 2021 
 

TENTANG  

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMBERAMO TENGAH 
 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo 

Tengah Nomor           Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 

2020, perlu diatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo 

Tengah Tahun Anggatan 2020; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamberamo Tengah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2020. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian 

Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2907); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3569); 
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  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, 

Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten 

Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, 

Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten 

Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama 

di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 
 

  7. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2003  Nomor 47,  Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4286); 
 

  8. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor 5,  Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenatang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 

Pertanggung Jawab Keuangan Negara ( LN RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LN 

RI Nomor 4400 ); 
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  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
 

  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

 

  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

 

  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undng-Undang Nomor 9 Tahun 2105 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah; 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4021); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor  105 Tahun  2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4022); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor  108 Tahun  2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4027); 
 

  17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2000  tentang  Kedudukan  Keuangan  

Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4028); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum ( LN RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan LN RI Nomor 4502 ); 
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 
 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 457); 
 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

 
 

  29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 
 

  30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); 
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  31. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi 

Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198); 
 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengeloalaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 
 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana 

telah diubah beberapam kali, terakhir dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   

Nomor   14   Tahun  2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 
 

  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 
 

  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  33 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 
 

  36. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah  Nomor 5 Tahun 2016   tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mamberamo Tengah Tahun  2016 Nomor 5 ); 

  37. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 1 Tahun 2020  tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mamberamo Tengah  Tahun  2020 Nomor 1 ); 
 

  38. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah  Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020 Nomor 13 ); 

  39. Peraturan Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah  Nomor 1  Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun  2020 Nomor 1 ); 
 

  40. Peraturan Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah  Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020 Nomor 6). 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

 

 

Pasal 1 

 

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas : 
 

 

1. Pendapatan  

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 10.543.442.186,88   

 b. Dana Perimbangan Rp. 738.616.185.798,00   

 c. Lain-lain Pendapatan yang 

Sah 

Rp. 203.967.305.934,56   

     

Jumlah Pendapatan 

 

Rp. 

 

953.126.933.919,44 

 

      

2. Belanja     

 a. Belanja Tidak Langsung     

  1) Belanja Pegawai Rp.      164.535.778.684,00   

  2) Belanja Bunga Rp.                              0,00   

  3) Belanja Subsidi Rp.                              0,00   

  4) Belanja Hibah Rp. 5.000.000.000,00   

  5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 95.430.840.000,00   

  6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00   

  7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 109.161.410.000,00   

  8) Belanja Tidak terduga Rp. 2.300.000.000,00   

   Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 376.428.028.684,00 

 

       

 b. Belanja Langsung     

  1) Belanja Pegawai Rp. 58.792.866.528,00   

  2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 290.256.984.092,00   

  3) Belanja Modal Rp. 225.972.297.108,00   

   Jumlah Belanja Langsung Rp. 575.022.147.728,00 

 

     

Jumlah Belanja (a+b) 

 

Rp. 

 

951.450.176.412,00 

     

Surplus 
 

(Rp. 
 

1.676.757.507,44 

 

 

      

3. Pembiayaan  
 

    

 a. Penerimaan Rp. 104.275.714.497,00   

 b. Pengeluaran Rp. 0.00   
 

    

Jumlah Pembiayaan 

Netto 

 

Rp. 
 

104.275.714.497,00 

      

 Sisa lebih pembiayan anggaran tahun berkenaan 
 

Rp. 105.952.472.004,44 
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Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I 

Peraturan Bupati Mamberamo Tengah ini. 

   

Pasal 3 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam 

penjabaran laporan realisasi anggaran. 

   

Pasal 4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran 

II Peraturan Bupati Mamberamo Tengah ini. 

   

Pasal 5 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati Mamberamo Tengah ini. 

   

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati Mamberamo Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. 

 

   

     

 

                 Ditetapkan di :  Kobakma 

                 Pada Tanggal :            Juni 2021 

 

         BUPATI MAMBERAMO TENGAH  

 

 

CAP/TTD 

 

 

         RICKY HAM PAGAWAK, SH, M.Si 

 

 

Diundangkan Di Kobakma 

Pada Tanggal 12 September 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH 

 

 

                           CAP/TTD 

 

 

     MESIR JIKWA, S.AP 

  NIP. 196408041986031005 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 5 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 9 

NOMOR : 01/ 2017 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 

 

 

 

ELVIN KAROBA, SH 

NIP. 197407082005021004 

 


